
KOMIS! PEMILIHAN 

PROVINS! PAPU 

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMIS PEMILIHAN UMUM 

PROVINS! PAP 

NOMOR 178 TAHU 

TENTANG 

PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN sos11LISASI KEPUTUSAN KOMIS! 

PEMILIHAN UMUM NOMOR 259 TAHUN 20F2 DAN KEPUTUSAN KOMIS! 

PEMILIHAN UMUM NOMOR 308 TAHUN 202� TENTANG PERUBAHAN ATAS 

KEPUTUSAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM NO11OR 259 TAHUN 2022 TENTANG 

PEDOMAN TEKNIS BAGI PARTAI POLITIK ALON PESERTA PEMILIHAN 

UMUM DALAM PELAKSANAAN PENDAFrARA , VERIFIKASI, DAN PENETAPAN 

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN MUM ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PER' AKILAN RAKYAT DAERAH 

SEKRETARIS KOMIS! PEMILIHAN U UM PROVINS! PAPUA, 

Menimbang a. bahwa dalam angka mensosialisasikan

Penyelenggaraan Pe ·1u sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 huru · j Undang-Undang Nomor 7

Tahun 201 7 tentanf Pemilihan Umum, perlu

dilakukan kegiatan s1sialisasi Keputusan Komisi

Pemilihan Umum tent g Pedoman Teknis Bagi Partai

Politik Calon Pesert Pemilihan Umum Dalam

Pelaksanaan Pendaftar , Verifikasi, Dan Penetapan

Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah; 

Pemilihan Umum Anggota 

at Dan Dewan Perwakilan 
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3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 Ten tang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan U mum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan

Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 786);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun

2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 680);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259

Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai

Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam

Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota
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Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah. 

Nam.a nama Panitia Pelaksanaan Sosialisasi 

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, 

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan 

ini. 

Semua biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan 

kegiatan Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KESATU, dibebankan pada DIPA APBN Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun Anggaran 

2022. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jayapura 

Pada tanggal 1 September 2022 

SEKRETARIS KOMIS! PEMILIHAN UMUM 

PROVINS! PAPUA, 

ttd. 

RYLLO ASHURI PANAY 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMIS! PEMILIHAN UMUM 

agian Hukum, dan Sumber Daya Manusia, 
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